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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Penahanan

Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan  terdakwa di tempat tertentu oleh Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasar ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP, maka  hakim mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa.

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan sebagai berikut :

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

(3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka tujuan dari penahanan adalah :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif.
 Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna, sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan (Pasal 20 ayat (1) KUHAP.

2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Penahanan yang dilakukan oleh Pengadilan, dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Dasar dan Alasan Penahanan

Dasar penahanan meliputi dasar hukum, keadaan serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut saling menopang kepada unsur yang lain, sehingga jika salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal).
 Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, penahanan yang seperti ini lebih bernuansa kezaliman dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi.

Adapun unsur yang menjadi landasan alasan penahanan adalah sebagai berikut :

1. Unsur yuridis.

Disebut dasar hukum atau objektif, karena undang-undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana penahanan dapat diterapkan.
 Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilalukan penahanan atas tersangka. Undang-undang sendiri telah menentukan baik secara umum maupun secara terinci terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan. Dasar unsur yuridis atau objektif ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menetapkan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

Penahanan dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka. Jika ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar dibawah lima tahun, secara objektif tersangka tidak boleh dikenakan tahanan.

Menurut Pasal 2 ayat (4) huruf b KUHAP yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Unsur keadaan kekhawatiran.

Unsur ini menitik beratkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subjektivitas si tersangka tetapi sekaligus berjumpa dua segi subjektif yakni segi subjektif tersangka yang dinilai secara subjektif oleh penegak hukum yang bersangkutan.

Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa perintah penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa  yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas, maka unsur keadaan yang menimbulkan kekhawatiran adalah :

a. Tersangka akan melarikan diri

b. Merusak atau menghilangkan barang bukti

c. Dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Semua keadaan yang mengkhawatirkan di sini adalah keadaan yang meliputi subjektivitas tersangka. Pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran ini bertitik tolak dari penilaian subjektif.  Bukankah sangat sulit menilai secara objektif adanya niat tersangka untuk melarikan diri sehingga benar-benar mengkhawatirkan pejabat penegak hukum. juga keadaan yang mengkhawatirkan bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak barang bukti maupun hendak mengulangi tindak pidana adalah penilaian subjektif. Memang secara teoritis bisa dibuat suatu konstruksi  yang dapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan. Misalnya tersangka diketahui membeli tiket pesawat ke luar negeri. Atau tersangka menyiapkan perkakas atau alat untuk mengulangi tindak pidana. Namun dalam kenyataan sangat sulit menilai suatu keadaan yang mengkhawatirkan itu lebih erat ukurannya dengan penilaian subjektif orang yang merasa khawatir itu. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penahanan yang dapat dilakukan terhadap tersangka pelaku tindak pidana ada beberapa jenis. Adapun jenis-jenis penahanan yang dapat dilakukan sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHAP yaitu dapat berupa : 

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

 Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 disebutkan tentang siapa saja yang ditempatkan dalam Rumah Tahanan Negara yaitu : 
a. Di dalam Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

b. Semua tahanan berada dan ditempatkan dalam rutan tanpa kecuali, tetapi tempat tahanan dipisahkan berdasarkan :

1) Jenis kelamin

2) Umur

3) Tingkat pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983, Rutan adalah tempat tahanan tersangka atau terdakwa yang masih sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan.

Sehubungan dengan penerimaan tahanan dalam Rutan, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh Kepala Rutan yaitu sebagai berikut :

a. Mencatat penerimaan tahanan dalam buku register daftar tahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan. Ini berarti dalam Rutan terdapat buku register tahanan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Ke dalam register inilah para tahanan didaftarkan sesuai dengan status tingkat pemeriksaan yang sedang dijalaninya.

b. Kepala Rutan tidak boleh menerima tahanan tanpa disertai surat penahanan yang sah. Larangan ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Kepala Rutan dilarang untuk menerima tahanan jika tidak disertai surat penahanan yang sah dan dikeluarkan oleh pejabat yang secara yuridis bertanggung jawab atas penahanan. Setiap Kepala Rutan menerima tahanan, lebih dulu melakukan penelitian tentang :

1) Surat dasar penahanan

Apakah penahanan itu sah atau tidak sesuai dengan suyrat yang menjadi dasar penahanan. Apakah penahanan itu dilengkapi surat perintah penahan  dari penyidik atau penuntut umum maupun surat penetapan penahanan dari hakim. Jika tidak ada surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan, Kepala Rutan tidak wajib menerima tahanan, bahkan peraturan melarang untuk menerima.

2) Mencocokan identitas tahanan

Ini perlu diperhatikan Kepala Rutan, agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan mengenai orang dapat berakibat tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.
c. Penggeledahan badan atau barang

Pada saat pejabat rutan menerima tahanan, dibenarkan oleh hukum melakukan penggeledahan badan dan barang yang dibawa oleh tahanan. Tindakan penggeledahan badan dan atau barang merupakan wewenang yang diberikan hukum kepada pejabat Rutan tanpa memerlukan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri seperti yang ditentukan Pasal 33 ayat (1) KUHAP. Setiap barang atau uang yang diperoleh pejabat Rutan dari hasil penggeledahan, dicatat dalam register yang khusus untuk itu dan ditandatangani oleh petugas dan tahanan yang bersangkutan. Karena itu pejabat Rutan harus mempersiapkan register khusus pencatatan barang hasil penggeledahan.

d. Membuat daftar bulanan tahanan.

Fungsi lain yang harus dipenuhi pejabat Rutan dalan penerimaan tahanan, membuat daftar bulanan tentang tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Pembuatan daftar bulanan tahanan ini ditegaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. laporan bulanan tahanan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan serta Kanwil Departemen Hukum dan HAM yang bersangkutan.

e. Memberitahukan tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 19 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Kepala Rutan memberitahu pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan, tentang tahanan yang hampir masa tahanan atau perpanjangan tahanannya. Pemberitahuan ini penting sehubungan perjalinan kerjasama yang baik untuk menghindari kelalaian pihak yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan.


Pelaksanaan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 yang secara tegas menyebutkan : 

(1) Di dalam rumah tahanan negara ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

(2) Tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pemeriksaan.

(3) Untuk keperluan administrasi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dibuat daftar tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

(4) Kepala rutan tidak boleh menerima tahanan dalam rutan jika tidak disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atau tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
(5) Kepala rutan tiap bulan membuat daftar mengenai tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 93 dan disampaikan kepada Menteri Kehakiman dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM yang bersangkutan. 
(6) Kepala rutan memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahananya.

(7) Kepala rutan demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahannya. 

(8) Dalam hal tertentu tahanan dapat diberi izin meninggalkan rutan untuk sementara dan untuk keperluan ini harus ada izin pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu.

(9) Pada rutan ditugaskan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM guna memelihara dan merawat kesehatan tahanan.

(10) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) selama berada di luar rutan dikawal dan dijaga oleh petugas Kepolisian.

2. Penahanan Rumah 


Penahanan rumah harus dilaksanakan di dalam rumah tempat tinggal atau rumah kediaman  terdakwa atau pada suatu rumah yang tertentu yang telah ditetapkan untuk itu.
 Selama dalam pelaksanaaan penahanan rumah ini terhadap terdakwa yang dilakukan penahanan rumah secara ketat diadakan pengawasan terhadapnya dengan tujuan untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan sebagaimana yang ditegaskan ketentuan Pasal 22 ayat (2) KUHAP. 

3. Penahanan Kota


Penahanan kota terhadap seorang tersangka adalah harus dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman   terdakwa.
 Selama dalam masa penahanan kota ini terhadap tersangka yang dilakukan penahanan kota dibebankan suatu kewajiban untuk melaporkan dirinya kepada petugas atau instansi yang menahannya pada waktu-waktu yang ditentukan sebagaimana yang ditegaskan didalam ketentuan Pasal 22 ayat (3) KUHAP. 


Perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KUHAP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Apabila selama dalam jangka waktu selama 20 (dua puluh) hari tersebut ternyata proses pemeriksaan tersangka belum selesai maka penyidik dapat meminta perpanjangan masa penahanan tersangka untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sebagaimana yang ditegaskan oleh ketentuan Pasal 24 ayat (4) KUHAP. 


Pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh penyidik yang memeriksa seorang tersangka pelaku tindak pidana yang disyaratkan oleh undang-undang harus diperbuat dengan suatu perintah penahanan.
 Dalam penetapan harus secara tegas dan jelas mencantumkan identitas diri tersangka pelaku tindak pidana serta juga harus secara tegas dan jelas menyebutkan alasan-alasan penahanannya, dimana penetapan penahanannya harus diserahkan kepada tersangka, keluarga atau Penasehat Hukumnya.


Ketentuan di atas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (3) KUHAP yang secara tegas menyatakan, tembusan surat perintah penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.  Timbul suatu permasalahan bagaimanakah akibat hukumnya apabila terhadap seorang tersangka  yang ditahan itu adalah bukan warga negara Indonesia atau orang asing ataupun warga negara bukan warga negara asing yang melakukan kejahatan di Indonesia, kepada siapakah surat tembusan penahanannya akan diserahkan apabila  tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara di Indonesia. 


Apabila tersangka yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah orang asing atau warga negara asing, maka tembusan surat penahanannya adalah diserahkan kepada Kantor Perwakilan dari negaranya yang ada di Indonesia, hal ditegaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman tahun 1983 yang menyatakan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14-PW.07.03. Tahun 1983 Nomor 9 Tentang pemeriksaan warga negara asing yang melakukan tindak pidana, ditentukan bahwa sesuai dengan ketentuan  Pasal 21 (3) KUHAP, yang memuat keharusan menyampaikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga, maka pemeriksaan terhadap orang asing yang tidak mempunyai keluarga di Indonesia, hendaklah keluarga tersebut diartikan perwakilan negaranya, kerena perwakilan negera itulah keluarga induk untuk setiap warga negara dari negara yang bersangkutan di Indonesia.


Pelaksanaan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan perkaranya oleh penyidik hanyalah dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang telah ditentukan atau terhadap tindak pidana yang tertentu saja sebagaimana yang telah ditegaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ancaman pidananya.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka setiap proses hukum yang berkaitan dengan terjadinya suatu perkara pidana yang dimulai dari tingkat penyelidikan atau penyidikan kemudian dilanjutkan dengan proses penuntutan sampai dengan pemeriksaan perkaranya di persidangan pengadilan harus berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini sangat erat hubungannya dengan hukum pidana dan merupakan suatu dasar bagi setiap aparatur dan instansi pemerintah dalam melakukan suatu proses penyelesaian suatu perkara pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan bahkan sampai pemeriksaan perkaranya dipersidangan oleh hakim harus tetap berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara-cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara.

Proses penyidikan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, maka demi untuk memperlancar jalannya proses pemeriksaan perkaranya, kepolisian berhak dan berwenang untuk melakukan penahanan terhadap  tersangka baik dalam rumah tahanan negara maupun dalam tahanan kota atau tahanan rumah.

Ketentuan tersebut di atas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum ataupun hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Setiap pelaksanaan penahanan terhadap seorang tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan perkaranya haruslah berdasarkan adanya penetapan penahanan. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkah barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang lain.

Tindak-tindak pidana yang diatur menurut KUH Pidana penahanan hanyalah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap   tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan  maupun pemberian bantuan dalam tindak  pidana tersebut dalam hal : 

1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. 

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran ordonansi bea dan cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8). 


Dengan demikian bentuk-bentuk penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka sebagai pelaku suatu tindak pidana adalah penahanan dalam rumah tahanan negara, penahanan dalam kota dan penahanan dalam rumah, dimana setiap penahanan harus dilakukan dengan surat perintah penahanannya atau penetapan hakim dan  harus disampaikan kepada keluarga si tersangka. 

Pengalihan penahanan harus benar-benar diperhatikan oleh pejabat yang melakukan penahanan yaitu penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa) dan Hakim. Hal tersebut sehubungan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk  mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Ini berarti bahwa penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam mengalihkan bentuk penahanan dari yang satu kepada yang lain harus menghitung dengan seksama. Jika misalnya penahanan kota ini baru berlanjut empat hari tentu menyulitkan dalam perhitungan jika dialihkan menjadi tahanan di rumah tahanan negara karena nanti diperhitungkan menjadi empat per lima hari. Jadi tidak cukup satu hari, yang menahan harus memperhatikan bahwa penahanan kota baru dapat dialihkan menjadi tahanan di rumah tahanan negara jika sudah ditahan lima hari. Begitu pula dengan penahanan rumah, yang perhitungannya adalah sepertiga dari jangka waktu penahanan rumah, yang perhitungannya adalah sepertiga dari jumlah waktu penahanan. Ini berarti minimal tiga hari masa penahanan rumah baru dapat dialihkan menjadi tahanan di rumah tahanan negara agar pengurangan pidana tepat satu hari.
C. Penangguhan Penahanan 
Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Memperhatikan ketentuan Pasal 31 KUHAP, pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum habis masa atau waktu penahanannya berakhir.

Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus di jalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dan tahanan pada saat masa tahanan yang salah dan resmi sedang berjalan.

Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan. Penangguhan penahanan dari segi hukum, pelaksanaan dan persyaratan:

a) Penangguhan penahanan masih sah dan resmi serta masih benda dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan Undang-Undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penanguhan yang harus dipenuhi. 
b) Pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan Undang-Undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan Undang-Undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Umpamanya, oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan. Atau oleh karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan betentangan dengan Undang-Undang maupun karena batas waktu penahan yang dikenakan telah habis, sehingga tahanan harus dibebabaskan dari hukum. Atau bisa juga oleh karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping itu dari segi pelaksanaan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat jaminan. 

Menurut penegasan yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat I KUHAP, penangguhan penahanan terjadi :

1. Karena permintaan Tersangka atau Terdakwa. 

2. Permintaan itu disetujui oleh Instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan. 

3. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Gambaran terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah didasrkan pada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan perjanjian antara orang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan sebagai imbalan atau tegen prestasi pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menangguhkan penahanan.
Proses terjadinya penangguhan penahanan, masing-masing pihak melakukan prestasi dan tegen prestasi. Prestasi yang dilakukan orang tahanan atau orang yang menjamin mematuhi syarat yang ditetapkan dan nakoming tadi, pihak yang menahan memberi imbalan sebagai tegen prestasi berupa penangguhan penahanan.

Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Dalam penangguhan penahanan batas waktu/masa penahanan masih secara sah berlaku dan dibenarkan menurut undang-undang, tetapi pelaksanaan penahanannya ditangguhkan/dihentikan setelah persyaratan penangguhan dipenuhi oleh Tersangka/Terdakwa dan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan penahanan. Ditangguhkan atau dihentikan setelah persyaratan penangguhan dipenuhi oleh Tersangka/Terdakwa dan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan penahanan.

Lembaga penanguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang seperti yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP merupakan suatu lembaga baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang diatur secara tegas dalam undang-undang.

KUHAP maupun dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak ditetapkan tentang penangguhan penahanan. Dengan demikian berarti pembentuk Undang-Undang menyerahkan hal itu kepada Aparat penegak hukum untuk menetapkannya. Hal tersebut tercakup dalam makna dapat ditarik dari kalimat terakhir Pasal 31 ayat 1 KUHAP yang menyatakan “Berdasarkan syarat yang ditentukan”. Dalam penjelasan ayat 31 KUHAP dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan syarat ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.

M.Yahya Harahap menyatakan bahwa seperti yang sudah kita katakan salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dan pembebasan tahanan, terletak pada “syarat”. Faktor “syarat” ini merupakan “dasar” atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat, sehingga tadi tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.

Penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh Instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan. Tetapkan dulu syarat-syarat yang ditetapkan oleh Instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk menanti. Atas kesediaan untuk menanti, barulah instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan. Dengan demikian penetapan syarat dalam penangguhan penahanan merupakan conditio sinequanon dalam pemberian penangguhan penahanan.
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